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SALINAN PUTUSAN

Nomor 776/Pdt.G/2020/PA.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari  yang memeriksa dan mengadili  perkara

Perdata  Agama  dalam  tingkat  pertama,  dalam  sidang  Majelis  Hakim,  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Guntung Besar, 21 Januari 1995, agama

Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA,

tempat  kediaman  di  Jalan  xxxxx  Kecamatan  Pelaihari

Kabupaten Tanah Laut, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat  dan  tanggal  lahir  Ranggang,  12  November  1993,  agama

Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP,

tempat  kediaman  di  xxxxx  Kecamatan  Takisung

Kabupaten Tanah Laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  01 Desember

2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu

juga dengan register perkara Nomor  776/Pdt.G/2020/PA.Plh, mengemukakan

hal-hal sebagai berikut :

1.  Bahwa  pada  tanggal  01  Nopember  2013,  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaiahri, Kabupaten Tanah Laut, Kutipan

Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 11 Nopember 2013);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal di  rumah orangtua Penggugat di  Jalan xxxx, Kecamatan Pelaihari,

Kabupaten Tanah Laut, selama kurang lebih 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan,

kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun

sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  dikaruniai  1  orang  anak  bernama

xxxx, umur 5 tahun (dalam pemeliharaan Penggugat);

4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan

dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga

disebabkan antara lain :  

a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat

karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat

memenuhi kebutuhan rumah tangganya; 

b. Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada penggugat

bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat, tanpa asalan yang jelas; 

c. Tergugat  sering  cemburu  buta  menuduh  Penggugat  ada  hubungan

dengan laki-laki lain;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat  terjadi  pada  bulan  Mei  2020  terjadi  lagi  cekcok  mulut  antara

Penggugat  dengan Tergugat,  disebabkan Tergugat  lagi-lagi  cemburu  buta

menuduh Penggugat  ada hubungan dengan laki-laki  lain  hal  tersebut  lah

yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, kemudian Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;

6.  Bahwa sejak itu  antara Penggugat  dengan Tergugat pisah tempat tinggal

hingga  sekarang  sudah  kurang  lebih  6  (enam)  bulan  lamanya,  Tergugat

tidak  pernah  memberikan  nafkah  wajib  kepada  Penggugat  dan  juga

Tergugat  pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat akan

tetapi  Penggugat  sudah  tidak  mau  lagi  dengan  Tergugat  karena  sudah

terlanjur kecewa dan sakit hati;

7. Bahwa  Penggugat  menyatakan  sudah  tidak  suka  dan  tidak  ridha  lagi

bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
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8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar

dengan  Penggugat  tersebut,  telah  cukup  alasan  bagi  Penggugat

mengajukan gugat cerai ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Pelaihari  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat; 

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider : 

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.776/Pdt.G/2020/PA.Plh
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Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor : xxxx, tanggal

11 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut

bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis,

kemudian diberi kode (bukti P), serta dibubuhi dengan paraf;

2. Bukti Saksi :

Saksi  1,  xxxx,  umur 58  tahun,  agama Islam,  pendidikan SD,  pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kecamatan Pelaiahri, Kabupaten

Tanah  Laut,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

tetangga dekat Penggugat halat dua buah rumah; 

- Bahwa saksi  tahu antara Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  istri,

menikah pada tahun 2013; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah orangtua Penggugat Jalan xxxx, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten

Tanah Laut, selama kurang lebih 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri

dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang dalam asuhan

Penggugat; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

harmonis,  namun  sejak  tahun  2018  tidak  rukun  lagi  sering  terjadi

perselisihan; 

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka cemburu buta, marah-marah

di rumah, tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat

karena  Tergugat  tidak  mempunyai  penghasilan  tetap,  sehingga  tidak

dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya; 

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Aparat Desa Gunung Besar sehingga

ada yang dicemburui oleh Tergugat tanpa asalan yang jelas;

- Bahwa Tergugat  sering  cemburu  buta  menuduh  Penggugat  ada

hubungan dengan laki-laki lain;  
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- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal  sejak  6

(enam) bulan yang lalu; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat; 

- Bahwa pernah diusahakan oleh  pihak keluarga,  namun tidak  berhasil

karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kecamatan Pelaihari,

Kabupaten Tanah Laut,  di  bawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

ayah kandung Penggugat; 

- Bahwa saksi  tahu antara Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  istri,

menikah pada bulan Novemver 2013; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah  orangtua  Penggugat Jalan  xxxxx,  Kecamatan  Pelaihari,

Kabupaten Tanah Laut, selama kurang lebih 6 (enam) tahun 6 (enam)

bulan; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri

dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang dalam asuhan

Penggugat; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

harmonis,  namun  sejak  tahun  2018  tidak  rukun  lagi  sering  terjadi

perselisihan; 

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka cemburu buta terus; 

- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa benar  Penggugat  tidak  pernah  selingkuh,  namun  ada  yang

dicurigai oleh Tergugat teman sekantor Penggugat; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal  sejak  6

(enam) bulan yang lalu; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat; 
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- Bahwa  pernah  diusahakan  dua  kali  musyawarah  keluarga  untuk

merukunkan  kembali  Penggugat  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat

sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dalam  permohonannya  mendalilkan

bahwa  Pemohon  telah  melangsungkan  perkawinan  di  hadapan  Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah

Laut, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 600/50/XI/2013, tanggal 11 Nopember

2013, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis,

oleh  karena  itu  Pemohon  memiliki  Legal  Standing untuk  mengajukan

permohonan  perceraian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 50

Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu

hadir  sedangkan  Tergugat tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

dan gugatan  Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,  gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat mengajukan  gugatan

cerai  adalah  bahwa  Tergugat  tidak  pernah  memberi  nafkah  secara  layak

kepada  Penggugat,  sering  marah-marah  dan  berkata-kata  kasar  kepada

penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat, tanpa asalan yang

jelas,  Tergugat  sering  cemburu  buta  menuduh  Penggugat  ada  hubungan

dengan  laki-laki  lain,  akibatnya  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat

Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6

bulan  sampai  sekarang,  dan  selama  pisah  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sudah  tidak  ada  komunikasi  apalagi  menjalankan  kewajiban  sebagaimana

layaknya suami-istri;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan Penggugat  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  Penggugat telah  mengajukan  bukti  P  berupa

fotokopi  Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang

sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

isi  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa  Penggugat telah  menikah  dengan

Tergugat pada tanggal  01 November 2013, relevan dengan dalil yang hendak

dibuktikan  oleh  Penggugat,  maka  bukti  P  sebagai  akta  otentik  mempunyai
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kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukti  P tersebut  harus  dinyatakan

terbukti  bahwa  Penggugat dengan  Tergugat adalah suami istri  sah, menikah

pada tanggal 01 November 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa setelah perkara perceraian  ini  diputuskan,  maka

berdasarkan Pasal  147 ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam Buku Kutipan Akta

Nikah harus ditarik dari masing-masing yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu

xxxx dan xxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah

diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara  terpisah di  bawah sumpah di  muka sidang,

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh  Penggugat serta tidak

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi  tersebut,  maka kedua saksi

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan  Penggugat, bukti tertulis

dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

 Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  dari  awal  menikah  tidak  pernah

hidup rukun dan harmonis;

 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis

dan  sudah  sulit  untuk  dirukunkan  lagi  disebabkan  Tergugat  tidak  dapat

memberikan nafkah secara layak,  suka marah-marah,  dan suka cemburu

buta;

 Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma

hukum Islam yang terkandung dalam : 
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1. Alquran surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi : 

خل    أن آيته ل ـومن أن  ـق من لت  ـفـكم أزواجا وجع  ـسـسكم إليها ب ـكنوا كمـينـل

ورحمةمودة 

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa
kasih dan sayang”;  

2. Qaidah fiqh yang  menyatakan : 

مقد      سد لمفا ا رء لح     مد لمصا ا جلب على
Artinya : “Menolak  kemafsadatan  lebih  didahulukan  dari  pada  menarik

kemaslahatan”;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  antara  Penggugat dan  Tergugat telah  terjadi

keretakan ikatan batin  sebagai  suami  istri,  akibat  perselisihan hingga terjadi

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada

harapan  untuk  kembali  rukun  karena  keduanya  sudah  tidak  saling

mempedulikan  bahkan  Penggugat  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai

dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti  itu sudah tidak dapat

diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga

yang bahagia dan kekal,  sesuai  maksud Pasal  1  Undang-Undang Nomor  1

Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  terwujudnya  keluarga  yang  sakinah,

mawaddah  dan  rahmah,  sesuai  maksud  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam,

bahkan  dalam rumah tangga  seperti  itu,  suami  dan  istri  sudah  tidak  dapat

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah

rumah tangga diadakan;

 Menimbang,  bahwa  suatu  ikatan  pernikahan  adalah  dimaksudkan

untuk  memberikan  kemaslahatan  bagi  suami  maupun  istri,  tetapi  dengan

melihat  kondisi  rumah  tangga  Penggugat dengan  Tergugat sebagaimana

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

bukan  saja  tidak  lagi  mendatangkan  kemaslahatan,  tapi  justru  hanya  akan

memberikan penderitaan batin baik bagi  Penggugat maupun Tergugat, karena

itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

alasan-alasan  perceraian  dalam  perkara  ini  dianggap  telah  memenuhi

ketentuan Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  atau  setidak-tidaknya  gugatan

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

gugatan  Penggugat patut  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba’in

shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Pelaihari  adalah talak satu ba’in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

masa  iddah  tidak  boleh  rujuk  dengan  bekas  suaminya  (Tergugat),  tetapi

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya berkeinginan

bercerai  dengan  Tergugat,  dengan  alasan  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat

selama berumah sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sebagai

suami tidak pernah bertanggung jawab kepada istri yakni Tergugat tidak membe

rikan nafkah wajib yang harus dilaksanakan seorang suami  sekaligus sebagai

seorang ayah  kepada istrinya  dan anak-anaknya  yang patut  dan layak,  dan

Tergugat  meninggalkan  anak  istri  tanpa  alasan  selama  6  (enam)  bulan,

sehingga Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai istri dan ibu dari anak-

anak Penggugat dan Tergugat, sikap Tergugat tersebut sama sekali tidak meng

hargai seorang wanita yang juga selaku seorang ibu dan menelantarkan istri se

rta anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkand

ung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, ba

hwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat se

bagai suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (d

urhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majeli

s Hakim secara ex officio menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah

kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),

mut’ah dalam bentuk sejumlah uang sejumlam Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima

ratus ribu rupiah), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 137/K/AG/2
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007 tanggal 19 September 2007, yang menyatakan bahwa “istri yang dijatuhka

n talak ba’in jika tidak terbukti melakukan nusyuz, berhak mendapatkan nafkah

iddah”.  Berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut

di  atas,  maka  pengadilan  menyatakan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat telah pecah (broken marriage), karena tujuan utama dilaksanakannya

perkawinan  sebagaimana  disebut  dalam Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1

tahun 1974 Tentang Perkawinan  jo. Pasal  3  Instruksi  Presiden RI  Nomor  1

Tahun  1991  Kompilasi  Hukum  Islam  yaitu  membentuk  rumah  tangga  yang

kekal, bahagia dan sejahtera sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00

(satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan konversi tolok ukur kemampuan Tergugat

yang saat ini dalam kondisi sehat dan waras, sehingga Tergugat tidak mempunyai

alasan hukum untuk melepaskan diri dari tanggung jawab orang yang mukallaf da

n tidak ada unsur meringankan Tergugat dari tuntutan hukum (dzimmah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum

Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami

wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam

iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri

berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  dengan  memperhatikan rasa  keadilan  dan  kepatutan,  maka  Majelis

Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat

mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan

dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut

Yurisprudensi  Nomor  608K/AG/2003,  tanggal  23  Maret  2005,  sebatas

mengenai  akibat  perceraian  dapat  dikabulkan  secara  ex  officio, dan

menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang

jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang,  bahwa  mengenai  mut’ah  sejumlah Rp.  1.500.000,00 (satu

juta lima ratus ribu rupiah) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, dalam perkara a
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quo Majelis  Hakim mendasarkan  pendapatnya  sesuai  dengan  kaedah  hukum

yang  terdapat  dalam Yurisprudensi  MARI  Nomor  184  K/AG/1995, tanggal  30

September 1996, yang menyatakan “walaupun dalam perkara perceraian Hakim

tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah

sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal

terjadi perceraian karenan gugatan istri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan

buruk suami,  maka suami  tersebut  dihukum untuk memberikan nafkah iddah,

maskan,  kiswah  dan  mut’ah  yang  layak  kepada  bekas  isterinya  (Vide-Varia

Peradilan, Tahun 2006, No.244), sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi

landasan  berpikir  dan  berpendapat  bagi  Majelis  Hakim  untuk  menetapkan

kewajiban tersebut kepada Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  41  huruf  (c)  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  disebutkan  bahwa:  “Pengadilan

dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan

dan/atau  menentukan  suatu  kewajiban  bagi  bekas  isteri”,  demikian  pula

menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : “perkawinan yang

putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak

kepada  bekas  isterinya  kecuali  isterinya  qabla  dukhul”.  Hal  ini  sesuai  pula

dengan Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241:

بالم  وللمطلقات عروفمتاع
Artinya : “Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh

suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf”.

Menimbang, bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  dalam

menentukan penerapan mut’ah kepada bekas suami pasca perceraian harus

menggunakan konsep berpikir secara sosiologis, filosofis dan yuridis, sehingga

Majelis  Hakim  pertama  sekali  mempertimbangkan  mengenai  permasalahan

yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu perceraian terjadi disebabkan

karena kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan Tergugat sebagai seorang

suami,  namun  kondisi  yang  dianggap  sebagai  penentu  kebahagiaan  dalam

rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik disebabkan

sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah wajib yang haru

s diberikan kepada Penggugat selaku istri sah Tergugat dan anak-anak hasil pe
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rkawinannya, dan ditambah sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan

anak-anaknya tanpa alasan yang jelas  dan telah  berjalan  selama 6  (enam)

bulan,  selain  hal  tersebut  Majelis  Hakim  juga  mempertimbangkan  bahwa

Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga lebih kurang 8 (delapan) tahun

lamanya dengan suka duka  serta  pengabdian  dengan keihklasan  yang luar

biasa sebagai  seorang istri  (dari  Penggugat)  namun kesetiaan,  pengabdian,

keihklasan seorang istri (Penggugat) dalam perkara a quo diakhiri dengan sikap

Tergugat  yang mentelantarkan istri  dan anak-anaknya dengan sengaja yang

dilakukan  oleh  Tergugat  sendiri,  sehingga  harapan  dan  cita-cita  Penggugat

sebagai  istri  yang  mengharapkan  rumah  tangga  yang  harmonis,  sakinah,

mawaddah, wa rahmah tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan perbuatan

Tergugat sebagai suami dari Penggugat, serta pengorbanan serta pengabdian

Penggugat  selama  berumah  tangga  sebagai  seorang  istri  secara  langsung

ataupun  tidak  langsung  merasakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam

bentuk  kekerasan  psikologis  yang  luar  biasa, sehingga  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa dalam menentukan kadar atau nilai dari pemberian mut’ah

suami  kepada  mantan  istri  sesuai  dengan maksud dan makna  serta  tujuan

mut’ah dalam perkara a quo yakni  dari  segi  bahasa mut’ah adalah sesuatu

yang bermanfaat, tidak bersifat kekal bahkan dapat habis dalam waktu yang

sebentar. 

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan

hukum perempuan pasca perceraian yang termua dalam SEMA Nomor 2 Tahun

2019  angka  1  huruf  b,  meskipun  terkait  nafkah  iddah  dan  mut’ah  secara

tersurat  tidak  dimuat  dalam  posita  dan  petitum  surat  gugatan  Penggugat,

namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat

dimana  Penggugat  memohon  kepada  Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), maka dengan memperhatikan

aturan perundang-undangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat

untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah sebelum Tergugat mengambil akta

cerai di Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang,  bahwa  mengenai  nafkah  seorang  anak  yang  bernama

xxxxx, yang pada faktanya saat ini diasuh oleh Penggugat, Majelis Hakim dapat
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mempertimbangkan  sesuai  dengan  kemampuan  Tergugat  sebagai  seorang

suami, ayah, dan seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik,

sehat, dan  waras, sehingga  wajib  dianggap  masih  sangat  mampu  untuk

berusaha mencari rezeki (materi), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Tergugat  wajib  dibebankan untuk memberikan nafkah kepada  seorang anak

hasil perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  nafkah  anak perlu  dikemukakan

beberapa ketentuan sebagai berikut :

a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diub
ah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan,
menyebutkan bahwa:  “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya
pemeliharaan  dan  pendidikan  yang  diperlukan  anak  itu;  bilamana  bapak
dalam  kenyataan  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut,  Pengadilan
dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

b. Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi
Hukum Islam, disebutkan bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak,
maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya
yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Menimbang, bahwa  dalam perkara  a quo,  Majelis Hakim memandang

perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Umm

halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang

berbunyi sebagai berikut :

رضاع من صغارولد صلح في بالتى يقوم أن الب على إن
وخادمة وكسوة ونفقة

Artinya: “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih
kecil  baik  dari  segi  penyusuannya,  nafkahnya,  pakaiannya  serta
perawatannya”.

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, dengan mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat yang

bekerja sebagai seorang buruh harian lepas, dan sebagai seorang ayah, serta

seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik, sehat, dan waras

sehingga  wajib  dianggap  sangat  mampu  untuk  berusaha  mencari  rezeki

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.776/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(materi),  dan  demi  memperhatikan  rasa  keadilan,  kepatutan, kemanfaatan

hukum  dan  kepastian  hukum, maka  Majelis  Hakim  secara  ex  officio

menetapkan sebagai hukum hak anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini

diasuhnya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah

seorang anak yang bernama xxxx sampai anak tersebut dewasa atau mandiri

atau telah menikah atau berumur 21 tahun yang dibayarkan kepada Penggugat

selaku  ibunya  setiap  bulan  yang  jumlahnya  sebagaimana  tercantum  dalam

amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar

rupiah  maka  dipandang  perlu  untuk  menaikkan  biaya  nafkah  seorang  anak

yang bernama  tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Menghukum

Tergugat untuk menambah nafkah anak-anak dimaksud dengan kenaikan 10%

setiap  tahunnya,  karena  biaya  kebutuhan  anak  tersebut  akan  mengalamai

kenaikan akibat adanya inflasi  atau kenaikan harga secara umum, sehingga

Majelis  Hakim  menilai  besaran  nafkah  anak  tersebut  disertai  dengan

penambahan 10% per tahun diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan,

hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  156  huruf  (f)

Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Pasal  45  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23

Tahun 2002 sebagaiamana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 dan Majelis Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan

anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah

yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-

hari, Majelis Hakim berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan

sehat  maka  dinyatakan  perlu  untuk  menghukum  Tergugat  guna  memenuhi

biaya  pendidikan  dan  biaya  kesehatan  bagi  seorang  anak  yang  bernama

Soufiyah binti  Suriansyhah sampai  anak tersebut  dewasa atau mandiri  atau

telah menikah atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa  meskipun  saat  ini  seorang  anak  yang  bernama

xxxxx  dalam  pengasuhan  Penggugat,  tidak  berarti  Tergugat  selaku  ayah
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kandungnya  kehilangan  hak-hak  dan  kewajibannya  terhadap  anak  tersebut.

Oleh karena itu,  untuk kepentingan terbaik  anak (best  interest  of  the child),

Tergugat  dapat  mengunjungi  anak  tersebut,  mengajak  berlibur  atau  untuk

keperluan lain-lain  yang bermanfaat  bagi  anak tersebut  atas sepengetahuan

Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan selain menimbulkan akibat hukum bagi

suami-isteri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orangtua

dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena

hubungan suami  isteri  membawa konsekuensi  hukum yang berupa hak dan

kewajiban secara timbal  balik  antara orang tua dan anak.  Anak mempunyai

hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan

sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya

sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok

besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat

perlindungan,  dan hak untuk berpartisipasi  (Vide Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak).  Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak

atas nafkah (alimentasi) yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah;

Menimbang,  bahwa demikian  juga dengan adanya suatu  perkawinan,

maka akibat-akibat  hukum yang timbul  bagi  orangtua (ayah)  terhadap  anak

apabila di dalam perkawinan tersebut dianugerahi seorang anak, salah satunya

sebagaimana  ternyata  dalam  Pasal  80  angka  (4)  huruf  b  dan  c  Kompilasi

Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “sesuai dengan penghasilannya

suami  menanggung”:  (b).biaya  rumah  tangga,  biaya  perawatan,  dan  biaya

pengobatan bagi istri dan anak; dan (c). biaya pendidikan bagi anak; Pasal ini

mengandung abstraksi  hukum bahwa suami/ayah sebagai  orangtua memikul

kewajiban  untuk  menjamin  kebutuhan  hidup  rumah  tangganya  sehari-hari,

pengobatan bagi isteri dan anak serta menjamin biaya pendidikan anak; 

Menimbang,  demikian  juga  mengenai  pelaksanaan  kewajiban

memberikan nafkah diatur juga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang
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menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup

rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau

pemeliharaan kepada orang tersebut”. Pasal ini mengandung abstraksi hukum

yakni  orangtua  yang  meninggalkan  kewajiban-kewajibannya  terhadap

keluarganya juga dapat dijerat dengan hukum pidana. Orang yang melanggar

pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun tanpa adanya

masa percobaan atau  denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta

rupiah) (Vide Pasal 49 huruf (a) jo.Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal

76 dan Pasal  77 Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2014 yang menyatakan

bahwa  “seorang  suami  yang  tidak  membayarkan  tunjangan  hak  anak  bisa

terkena pasal penelantaran anak”, dengan ancaman hukuman dipidana dengan

pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  atau  denda  paling  banyak

Rp.100.000.000,00 (seratus juta  rupiah)  serta  Putusan MARI dalam perkara

pidana penelantaran dalam rumah tangga Nomor 579 K/Pid.Sus/2013 tanggal

16 Juni 2015;

Menimbang,  bahwa hak  anak  untuk  mendapatkan  penghidupan  yang

layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah

(alimentasi)  anak  yang  harus  dipenuhi  orang  tua  (khususnya  ayah)  tetap

berlaku  baik  dalam  masa  perkawinan  orang  tua  atau  setelah  perkawinan

tersebut putus karena perceraian. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan

dan pemeliharaannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara

moral  sebagai  orang  tua  juga  punya  kewajiban  untuk  terus  menjamin

kesejahteraan  hidup  anak-anak  mereka  sampai  anak-anak  tersebut  cukup

umur.  Seorang  ayah  yang  bertanggung  jawab  selalu  memperhatikan  nasib

anaknya; 

 Menimbang, bahwa walaupun telah terjadi perceraian, orangtua (ayah)

tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan nafkah, ayah

tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si  ibu, meskipun anak-anak

tidak  tinggal  bersama  ayahnya,  nafkah  atau  biaya  hidup  anak-anak  tetap
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menjadi kewajiban orangtua (ayah), demikian norma hukum yang terkandung

dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diuba

h dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai

dasar hukum Majelis Hakim menggunakan hak ex officio hakim dalam perkara

a quo, yang menyebutkan bahwa “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua

biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak

dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”; 

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi

Hukum Islam yang menyebutkan bahwa  “Akibat putusnya perkawinan karena

perceraian ialah yang menyatakan: semua biaya hadhanah dan nafkah anak

menjadi  tanggungan  ayah  menurut  kemampuannya,  sekurang-kurangnya

sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa  mengenai  kewajiban  nafkah  anak  yang  harus

ditanggung oleh orang tua anak dalam perkara a quo adalah tanggung jawab

ayah dan ibu atau Penggugat  dan Tergugat,  dan berdasarkan fakta-fakta di

dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat  bahwa kewajiban ayah atas

nafkah anaknya apabila dilalaikan dengan sengaja maka akan menjadi hutang

yang  dapat  dituntut  sampai  kapanpun,  hal  ini  sesuai  dengan  maksud  dari

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Unda

ng  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  Pasal  45  ayat  1  yang

menyatakan bahwa  “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-

anak mereka sebaik-baiknya.  Kewajiban orang tua  tersebut  berlaku  sampai

anak  itu  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri.  Kewajiban  tersebut  berlaku  terus

menerus  meskipun  perkawinan  antara  kedua  orang  tua  putus”,  jo. Instruksi

Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 huruf (a)

dan huruf (b) jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) dan Pasal 156 huruf

(d)   jo.  Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 13

ayat (1) huruf (c) dan Pasal 14 huruf (c) dan huruf (d) serta Pasal 77 huruf (b).

Dan hal ini juga sesuai dengan hadist yang artinya:
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Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  diperintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan

Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan

hukum  tetap  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  yang

mewilayahi  tempat  tinggal  Penggugat,  tempat  tinggal  Tergugat dan  tempat

pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

datang menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (xxxxx)  terhadap

Penggugat (xxxx);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

4.1. Nafkah  Iddah  sejumlah  Rp.  1.500.000,00  (satu  juta  lima  ratus  ribu

rupiah);

4.2. Mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);  

4.3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa

nafkah  Iddah  dan  mut'ah  tersebut  di  atas  sebelum mengambil  akta

cerai;     

5. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  kepada  Penggugat  berupa

nafkah  seorang  anak  yang  bernama xxxxx,  minimal  sejumlah  Rp.

500.000,00  (lima  ratus  ribu  rupiah)  setiap  bulannya  sejak  putusan  ini
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dijatuhkan,  dengan  kenaikan  10%  setiap  tahunnya  sampai  anak-anak

tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya kesehatan

dan pendidikannya;

6. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Pelaihari  pada  hari  Kamis tanggal  10  Desember  2020 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 25 Rabi’ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami H. Abdul

Hamid,  S.Ag. sebagai  Ketua  Majelis,  Hj.  Siti  Maryam,  S.H. dan  Mhd.

Habiburrahman,  S.H.I.,  M.Sy., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,

putusan  tersebut  diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam sidang  terbuka  untuk

umum  oleh  Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim  Anggota  tersebut,  dan  H.

Lukmanul  Hakim,  S.H. sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota 

Hj. Siti Maryam, S.H.

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Lukmanul Hakim, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 220.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00
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-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp                6.000,00  

J u m l a h : Rp 336.000,00

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pelaihari,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.
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